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Dengan memanjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas
segala rahmat, taufig dan hidayah -Nya sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan
Tahun 2024 Pengadilan Militer 1l -13 Madiun dapat diselesaikan oleh Tim
Penyusun Laporan dalam rangka mewujudkan  good governance dan accountability
untuk terciptanya budaya kerja yang professional, transparan, efisien dan efektif.

Penyusunan laporan kegiatan tahun 2024 ini disusun berdasarkan Surat
Sekretaris Mahkamah Agung Rl Nomor 4506 /SEK/OT.01. 6/12/202 4 tanggal 24
Desember 202 4 tentang Penyusunan Laporan pelaksanaan Kegiatan Tahun 202 4.

Laporan pelaksanaan kegiatan ini di samping sebagai alat pengukur
keberhasilan kinerja yang telah dilaksanakan, juga sebagai bentuk
pertanggungjawaban kami kepada Kepala Pengadilan Militer Tinggi Ill Surabaya
agar dapat dijadikan bahan evaluasi dan perencanaan guna pelaksanaan tugas
yang aka n datang serta sekaligus sebagai informasi kepada pihak yang
berkepentingan.

Laporan ini menguraikan tentang pelaksanaan kegiatan Pengadilan Militer
[11-13 Madiun tahun 2024 yang meliputi bidang Perkara, sumber daya manusia,
pengelolaan keuangan, pengelolan sarana dan prasarana, teknologi informasi,
Peningkatan pelayanan publik dan pengawasan.

Kami berupaya menyajikan laporan ini secara optimal, objektif, transparan
dan akuntabel, namun demikian sangat disadari adanya keterbatasan dalam
berbagai hal sehingga dalam penyusunan laporan kegiatan ini masih ditemui
kekurangan dan ketidaksempurnaan. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan
saran yang konstruktif dari semua pihak demi meningkatkan kinerja dan
kesempurnaan laporan ini dimasa yang akan datang.

Dengan rasa bangga dan ucapan terimakasih serta apresiasi yang setinggi -
tingginya kepada Tim Penyusun dan warga Pengadilan Militer Il -13 Madiun kami
sampaikan atas kerja sama serta dedikasinya sehingga Laporan Pelaksanaan
Kegiatan Pengadilan Militer 11l -13 Madiun Tahun 2024 dapat tersusun dengan
baik .

Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kegiatan Tahun 2024 ini dapat
memberikan gambaran kepada masyarakat umum tentang pelaksanaan tugas
Pengadilan Militer 11l -13 Madiun sehingga bermanfaat dan berdayaguna bagi

pihak -pihak yang membutuhkan , Demikian dan terimakasih.

-13 Madiun,




Visi
Terwujudnya

Pengadilan Militer I11-13 Madiun
Yang Agung,

Misi
Menjaga kemandirian Pengadilan Militer 111-13 Madiun
Memberikan pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan

Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Militer 111-13 Madiun
Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer 111-13 Madiun

Wewenang

Sesuai dengan ketentuan pasal 40 Jo. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1997
tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer mempunyai wewenang
memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang
dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah:

1. Prajurit yang berpangkat Kapten ke bawah.

2. Yang berdasarkan Undang-undang dipersamakan dengan Prajurit.

3. Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang disamakan atau
dianggap sebagai Prajurit berdasarkan Undang-undang yang termasuk tingkat
kepangkatan Kapten ke bawah

4. Seseorang yang atas keputusan Panglima TNI dengan persetujuan Menteri
Kehakiman harus diadili oleh suatu Pengadilan dalam lingkungan peradilan Militer.




Pengadilan Militer [1l-13 Madiun

DAFTAR ISI

Sampul

Struktur Organisasi

Kata PENGANTAN .......eiiiieeeeeeeee e e [
VST IMIIST 1ottt e e e e e e e e e e e e et aaaaaaaa e an i
DATTAT IST i iii
Bab | Pendahuluan ... 13
Bab Il A.  Keadaan Perkara ...........cccceeviiiiiiiiiiiiieeeeeeeecee e 16
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama ...........cccccec.... 16

- Keadaan Perkara Tingkat Banding .............c.c.......... 20

- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi..............cccccovvvnnn. 21

- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali....... 22

B. Penyelesaian perkara .........ccccooiiiiiiiiiiiiiiiie 23

- Jumlah sisa perkara yang diputus........................... 23

- Jumlah perkara yang diputus tepat waktu .............. 24

- Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya
hukum Banding, Kasasi dan PK .................ccoeeee. 25
C. Akreditasi Penjaminan Mutu (Sertifikasi ISO Pengadilan) . 28

- Posbakum ... 30

- Sidang keliling / pelayanan terpadu ....................... 30

- Perkara Prodeo (pembebasan biaya perkara) ........ 31

Bab Ili Sumber Daya ManUSIa ..............uuuuuiimiiiiiiiiiiiiiiii. 32
- Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan

/golongan/pendidikan .............ccooeieiiiiiiiieei 32

- IMIULAIST .. 37

- PromosSi oo 38

- Pensiun ..o, 40

- Meninggal DUNI@..........cooiiiiiiiiie e 40
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- Diklat (SDM Teknis/
Non Teknis yang telah mengikuti Diklat) ....................oeo. 40

Bab IV  Pengelolaan keuangan, sarana dan prasarana,

dan teknologi iNfOrmasi ..............ceiiiiieciiee e 47
A. Pengelolaan Keuangan ..........ccccccceeeiiiieeiieeiciiiiine e 47
B. Pengelolaan Sarana dan Prasarana ..........cccccccccvvveeennnnnnn. 48
C. Pengelolaan teknologi informasi ............cccccccvviiiiiiiiinnnnnnns 53
Bab V Peningkatan pelayanan publik ..............cccccoviiiiiiinin, 58
A. Akreditasi Penjaminan Mutu ...........c.cccceevvvviiiiiiiiieeeeeeeeenns 58
B. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) ......ccccvvvvviiiiiiinnnnnn. 59
C. Inovasi Pelayanan Publik ..............cccocoiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 68
D. WBK dan WBBM ........ccoouiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee 87
Bab VI T oo T2 U= K1 L PP 88
A, INEEINAL .o 88
B.  EVAIUASI ..cooiiiiiieee e 90
Bab VII  PenUIUP oo 91
A, KesSimpulan ... 91
B.  REKOMENUASI ..ccevvviiiiiieeeiieeeeei e 92
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BAB |
PENDAHULUAN

Pengadilan  Militer merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dalam

Melaksanakan Tugas memeriksa dan mengadili serta memutus Perkara Prajurit

TNI yang berpangkat Kapten ke bawah dalam daerah hukumnya.

Pengadilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman (judicial
power) di lingkungan Angkatan Bersenjata untuk menegakkan hukum dan
keadilan , tentu saja sangat menyambut baik keinginan yang dimaksud dengan
harapan terjadinya perubahan mendasar baik secara struktural maupun
kultural yang pada akhirnya akan bermuara pada pembaharuan -pembaharuan
dan reformasi birokrasi untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal/prima

terhadap masyarakat pencatri keadilan.

Proses peradil an 0seder hana, mudah,

sebagaimana diamanatkan Undang -Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang
Kekuasaan Kehakiman yaitu kekuasaan Negara yang Merdeka untuk
menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan
berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik
Indonesia. Sehingga merupakan kebijakan yang tidak bisa ditawar lagi dan
harus direalisasikan dalam kinerja seluruh jajaran aparat dan para hakim

dilingkungan Pengadilan Militer 111 -13 Madiun.

Untuk menjamin pemenuhan hak publik yang berkaitan dengan prinsip
keterbukaan, pada tanggal 28 Agustus 2007 telah ditetapkan Surat Keputusan
Ketua Mahkamah Agung nomor 144/KMA/SK/VI111/2007 tentang Keterbukaan
Informasi di Pengadilan kemudian pada tanggal 5 Januari 2011 Ketua
Mahkamah Agung mengganti Surat Keputusan tersebut dengan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Rl Nomor 1 -144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman
Pelayanan Informasi di Pengadilan , Ketua Mahkamah Agung tersebut
memberikan jaminan terhadap pemenuhan ha k masyarakat untuk mengakses
informasi yang dikelola oleh Pengadilan yang diatur pedoman pelaksanaannya
selain itu Pengadilan Militer 111 -13 Madiun telah membuat Standart Pelayanan
Peradilan Nomor W3 MIL 02/SK/39/11/2020 tanggal 08 Februari 2020 yang

Pengadilan Miter 1113 Madiun i‘ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi
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mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Rl Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan . Kemajuan teknologi di era
saat ini sedikit banyak menuntut perubahan pelayanan publik. Dahulu
pelayanan publik dilakukan secara manual, namun sekarang pelayanan publik

sudah dilakukan secara digital dengan menyesuaikan perkembangan teknologi
melalui berbag aiinovasi yang dilakukan agar pelayanan semakin cepat, mudah,

dan transparan , dengan berkembangnya zaman sehingga banyak perubahan
regul asi serta kebutuhan agar sesuai dengan pelayanan publik yang efektif dan
efisien maka perubahan ini di atur pada Keputusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 2 -144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan

Informasi Publik di Pengadilan.

Dalam rangka penegakan disiplin kerja bagi aparat peradilan untuk dapat
melaksanakan tugas dengan sebaik  -baiknya serta guna mencapai hasil kerja
yang optimal telah dikeluarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia nomor 071/KMA/SK/V/2008 sebagaimana telah diubah oleh
Keputusan Ketua Mahkamah  Agung Republik Indonesia  nomor
069/KMA/SK/2009, dan Undang -Undang Nomo r 53 Tahun 2010 tentang

Kepegawaian.

Selanjutnya pada tanggal 25 Juli 2016 Ketua Mahkamah Agung Republik
Indonesia mengeluarkan Perma Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penegakan
Disiplin Kerja Hakim pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada

di bawahnya.

Untuk menyikapi berbagai kejadian yang mencoreng wibawa Mahkamah
Agung dan Badan Peradilan, Ketua Mahkamah Agung menegaskan kembali dan
memerintahkan kepada para Pimpinan di bawah Mahkamah Agung dan Badan
Peradilan di bawahnya secara berjenjang untuk memed omani Maklumat Ketua
Mahkamah Agung sesuai dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor
860/SEK/PS.00/09/2017 tanggal 13 September 2017 tentang Maklumat Ketua
Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Agung Rl menerbitkan Maklumat Nomor
01/Maklumat/KMA/1X/2017 tentan g Pengawasan dan Pembinaan Hakim,

Aparatur Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya.

Pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi yang kemudian
dituangkan dalam visi dan misi Mahkamah Agung RI menandai dimulainya

gerakan perubahan untuk mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat

Pengadilan Miter 1113 Madiun i‘ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi
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terhadap lembaga peradilan. Kebijakan -kebijakan itulah yang kemudian
diadopsi menjadi kebijakan Pengadilan Militer 1l -13 Madiun dalam
melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya dengan beberapa

penyesuaian.

Pengadilan Militer Il -13 Madiun terus melakukan pembaharuan dan
meningkatkan citra di mata masyarakat dengan melaksanakan Survei secara
berkala kepada para pencari keadilan, Instansi terkait dan Pengunjung Sidang
hal tersebut ber berdasarkan Peraturan Menpan RB Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Surve Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Publik
Selain itu Kepala Pengadilan Militer  [l1-13 Madiun setiap tahun menerbitkan
Surat Edaran tentang  himbauan Tidak melakukan gratifikasi di Lingkungan
Pengadilan Militer Il -13 Madiun.

Pengadilan  Militer Ill -13 Madiun berkomitmen untuk terus
mempertahankan Predikat Wilayah Bersih dari Korupsi (WBK) yang telah diraih
tahun 2018 dan Wilayah Birokrasi Bersih dan melayani (WBBM) yang telah
diraih tahun 2020 lalu, dengan terus berinovasi dan memberikan Pelayanan
yang prima terhadap para pencari Keadilan serta berjiwa berAKHLAK
(Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan
Kolaboratif).

Pengadilan Miter |13 Madiun ﬁ‘ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi *
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BAB I
KEPANITERAAN

KEADAAN PERKARA

1. Keadaan Perkara Tingkat Pertama

Pengadilan Militer Il -13 Mad iun berdasarkan peraturan  Perundang -
Undangan adalah memeriksa dan mengadili serta memutus pada tingkat
pertama, perkara pidanayang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu

melakukan tindak pidan  a kejahatan maupun tindak pidana pelanggaran.

Adapun jumlah perkara yang diterima, diperiksa dan diad ili oleh
Pengadilan Militer 1l -13 Madiun pada tahun anggaran 2024 adalah

sebagai berikut:

1). Perkara Pidana Kejahatan

- Sisa Tahun 2023 : 5 Perkara
- Masuk Tahun 2024 : 50 Perkara
- Putus Tahun 2024 . 54 Perkara
- Sisa Tahun 2024 : 1 Perkara

2). Perkara Pidana Pelanggaran

- Sisa Tahun 2023 0 Perkara
- Masuk Tahun 2024 4 Perkara
- Putus Tahun 2024 4 Perkara
- Sisa Tahun 2024 0 Perkara
Keadaan perkara pada wilayah hukum Pengadilan Militer Il -13 Madiun

pada tahun anggaran 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

SISA | PERKARA PERKARA YA SISA
NAMA AWAL | MASUK DIPUTUS | PERKARA
1 2 3 4 5 6 7
5 50 54 1

1 Kejahatan

2 Pelanggaran 0 4 4 0

PengadilarMiliter 11-13 Madiun ;’ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi “
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b)

Sisa Perkara Awal Tahun

Pada tahun anggaran

2024

tidak memiliki sisa perkara awal tahun,

2023 sebanyak 5 (lima) perkara, hal tersebut

tabel berikut:

1. Kejahatan

1
1.

NOMOR
REGISTER

TANGGAL
2

38-K/PM.II+13/
AD/XI/2023
01/11/2023

2. 39K/PM.INL3/
AD/XI/2023
01/11/2023

3. 40K/PM.II¥13/
AD/XI1/2023
05/12/2023

4.  A4LK/PM.II13/
AD/XI1/2023
05/12/2023

5.  42-K/PM.II¥13/
AD/XI1/2023
05/12/2023

2. Pelanggaran

NOMOR
REGISTER
TANGGAL

1

1.
2.
3

NAMA
PANGKAT/NRP

JABATAN/KESATUAN
3

Yohanes Oktavianus Keballe

Kopda/31030744841082

Yonif 511/DY Korem 08D5j

Wirawan Suhariyono
Serma/31950161201172
Kodim 0819/Pasuruan
Dany Guntur Ardiansyah
Praka/31090169920188
Kodim 0809/Kediri

Ronald Berhadi
Kopda/31080122321086
Kodim 0812/Lamongan

Kartika Cita Raesi

Letda Cku (K)/21080867741:

Kudam V/Brw

NAMA
PANGKAT/NRP

JABATAN/KESATUAN

Perkara Masuk Tahun Anggaran 2024

Pada tahun anggaran 2024 Pengadilan Militer Il -13 Madiun
-12 Madiun

menerima pelimpahan berkas

MATRA PASAL DAKWAAN KLASIFIKA
4 5 6 7

AD

AD

AD

AD

AD

perkara dari

2024 Pengadilan Militer 1l

dimana sisa akhir

Pasal 127 Ayat (1) huru
a Undaneundang RI
Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika
Pertama: Pasal 378
KUHP atau Keduasal
372 KUHP

Pasal 127 Ayat (1) huru
a Undangundang RI
Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
Pasal 127 Ayat (1) huru
a Undaneundang RI
Nomor 35 Tahun 2009
tentang Narkotika
Pertama: Pasal 284 Aye
(1) kel huruf b KUHP
atau Kedua: Pasal 281-|
1 KUHP

Otmil 1l

sejumlah 54 (lima puluh empat) perkara, yang terdiri dari

Kejahatan sejumlah 50 (lima puluh) Perkara

-13 Madiun

tahun

dapat dilihat dalam

Narkotika

Penipuan

Narkotika

Narkotika

Kesusilaan

MATRA PASADAKWAAN KLASIFIKA
4 5 6 7

NIHIL

telah

, Perkara

, Perkara Pelanggaran

sejumlah 4 ( empat) perkara dan Sisa Awal Perkara 2024 sejumlah 5

(lima) perkara kejahatan , dengan perincian jenis perkara

dalam tabel

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun

sebagai berikut

dapat dilihat
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l Klasifikasi Perkara s | Dikembalikan - Biaya Perkara

Desersi 120.000,00 Rp
2 Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah + 0 | 1 1 0 0 Rp 15.000,C0Rp
Dinas

o
—
—
o
o

3 Pengrusakan/Pemhinasaan/Penghilange
Menjual Barang-harang Angkatan Peran

Rp  15.000,C0Rp

4 Kejahatan Terhadap Asal Usul dan 0 1 1 0 0 Rp  15.000,0Rp
Perkawinan

5 Kesusilaan 1 6 6 0 1 Rp 100.000,00 Rp

6 Pencurian 0} 1§ 2 2 0 0 | Rp  25.000,0Rp

7 Penggelapan 0 2 2 0 0 Rp  30.000,C0Rp  15.000.000,

8 Penipuan 1 4 5 0 0 Rp  70.000,CORp

9 Penghancuran/Perusakan Barang 0 1 1 0 0 Rp  15.000,0Rp

10 Narkotika 2 (0 2 0 0 Rp  20.0000Rp

11 Jaminan Fidusia ORI 0 0 Rp 10.000C0Rp  20.000.000,

12 'Senjata Api Ol 0 0 |Rp  15.000,0Rp

13 THTI 0 8 8 0 0 Rp 80.000,CORp

14 Penangkapan, Pengangkutan dan 0 1 1 0 0 Rp  10.000,0Rp  20.000.000,
Perdagangan Satwa Liar

15 Minyak dan Gas Bumi (Illegal Drillingde 0 1 1 0 0 Rp  15.000,0Rp  50.000.000,

Illegal Tapping)

16 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)0 | 6 6 0 0 ' Rp  80.0000Rp
17 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0N 2 2 0 0 Rp  25.000C0Rp
18 Narkotika Ll || 2 0 0 |Rp  15000,0Rp
Total 5 50 54 0 1  Rp 675.000,00Rp 105.000.000,

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

. Klasifikasi Perkara Dikembalikan Biaya Perkara

Desersi 120.000,00 Rp
2 Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah 0 1 1 0 0 Rp 15.000,C0Rp
Dinas
3 Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilang: 0 1 1 0 0 Rp  15.000,CORp

Menjual Barang-harang Angkatan Peran

4 Kejahatan Terhadap Asal Usul dan 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Perkawinan
5 Kesusilaan 1 6 6 0 1 Rp 100.000,00 Rp
6 Pencurian 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
7 Penggelapan 0 2 2 0 0 Rp  30.000C0Rp  15.000.000,
8 Penipuan 1 4 5 0 0 Rp  70.000,CORp
9 Penghancuran/Perusakan Barang 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
10 Narkotika 2 0 2 0 0 Rp  20.000,C0Rp
11 Jaminan Fidusia 0 1 1 0 0 Rp  10.000,C0Rp  20.000.000,(
12 Senjata Api 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
13 THTI 0 8 8 0 0 Rp  80.000,C0Rp
14 Penangkapan, Pengangkutan dan 0 1 1 0 0 Rp  10.000,C0Rp  20.000.000,
Perdagangan Satwa Liar
15 Minyak dan Gas Bumi (lllegal Drillingd¢ 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp  50.000.000,
Illegal Tapping)
16 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 0 6 6 0 0 Rp  80.000,CORp
17 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
18 Narkotika 1 1 2 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Total 5 50 54 0 1 Rp 675.000,00Rp  105.000.000,(
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2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

. Klasifikasi Perkara DikembalikapSisa Akhif Biaya Perkara

1 Lalulintas dan Angkutan Rp 45.000,00Rp 400.000,0
Jalan
Total 0 4 4 0 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0

c) Perkara Yang Diputus Pada Tahun Anggaran 2024

Padatahun anggaran 2024 perkarayang diputus oleh Pengadilan
Militer Il -13 Madiun sejumlah 58 (lima puluh delapan ) perkara,
terdiri dari Perkara Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat)
Perkara dan Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara,

dengan kualifikasi perkara dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

. Klasifikasi Perkara Dikembalikan - Biaya Perkara

Desersi 120.000,00 Rp
2 Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah 0 1 1 0 0 Rp 15.000,C0Rp
Dinas
3 Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilang: 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Menjual Barang-harang Angkatan Peran
4 Kejahatan Terhadap Asal Usul dan 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Perkawinan
5 Kesusilaan 1 6 6 0 1 Rp  100.000,00 Rp
6 Pencurian 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
7 Penggelapan 0 2 2 0 0 Rp  30.000C0Rp  15.000.000,(
8 Penipuan 1 4 5 0 0 Rp  70.000,CORp
9 Penghancuran/Perusakan Barang 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
10 Narkotika 2 0 2 0 0 Rp  20.000,C0Rp
11 Jaminan Fidusia 0 1 1 0 0 Rp  10.000,C0Rp  20.000.000,
12 Senjata Api 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
13 THTI 0 38 8 0 0 Rp  80.000,C0Rp
14 Penangkapan, Pengangkutan dan 0 1 1 0 0 Rp  10.000,CORp  20.000.000,(
Perdagangan Satwa Liar
15 Minyak dan Gas Bumi (lllegal Drilling de 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp  50.000.000,(
Illegal Tapping)
16 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 0 6 6 0 0 Rp  80.000,CORp
17 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
18 Narkotika 1 1 2 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Total 5 50 54 0 1 Rp 675.000,00Rp  105.000.000,(

2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

I Klasifikasi Perkara leembahkan Biaya Perkara

1 Lalulintas dan Angkutan 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0
Jalan

Total 0 4 4 0 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0
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d) Sisa Akhir Perkara Pada Tahun Anggaran 2024
Pada Tahun Anggaran 2024 Sisa Akhir Perkara adalah 1 ( satu)

Perkara, hal tersebut  dapat dilihat dalam tabel berikut

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

. Klasifikasi Perkara Dikembalikan - Biaya Perkara

Desersi Rp  120.000,00 Rp
2 Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
Dinas
3 Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilange 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp

Menjual Barang-barang Angkatan Peran

4 Kejahatan Terhadap Asal Usul dan 0 1 1 0 0 Rp  15.000,L0Rp
Perkawinan
5 Kesusilaan 1 6 6 0 1 Rp 100.000,00 Rp
6 Pencurian 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
7 Penggelapan 0 2 2 0 0 Rp  30.000,C0Rp  15.000.000,(
8 Penipuan 1 4 5 0 0 Rp  70.000,CORp
9 Penghancuran/Perusakan Barang 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
10 Narkotika 2 0 2 0 0 Rp  20.000,C0Rp
11 Jaminan Fidusia 0 1 1 0 0 Rp  10.000,C0Rp  20.000.000,(
12 Senjata Api 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp
13 THTI 0 8 8 0 0 Rp  80.000,L0Rp
14 Penangkapan, Pengangkutan dan 0 1 1 0 0 Rp  10.000,CORp  20.000.000,(
Perdagangan Satwa Liar
15 Minyak dan Gas Bumi (lllegal Drilling de 0 1 1 0 0 Rp  15.000,C0Rp  50.000.000,(
lllegal Tapping)
16 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 0 6 6 0 0 Rp  80.000,CORp
17 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0 2 2 0 0 Rp  25.000,C0Rp
18 Narkotika 1 il 2 0 0 Rp  15.000,L0Rp
Total 5 50 54 0 1 Rp 675.000,00Rp  105.000.000,(

2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelangaran

I Klasifikasi Perkara leemballka Sisa Akhif Biaya Perkar

1 Lalulintas dan Angkutan 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0
Jalan

Total 0 4 4 0 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0

2). Keadaan Perkara Tingkat Banding

Pada tahun anggaran 2024, terdapat 14 (empat belas ) perkara yang
mengajukan Upaya Hukum Banding, antara lain dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:

PengadilarMiliter 11-13 Madiun ;’ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi “



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

1

10.
11.

12.

13.

14,

3)

NOMOR DAN TANGGAL
AKTA PERMOHONAN
BANDING
2

APB/39K/PM.11+13/AD/I11/2024
06/03/2024

APB/AGK/PM.II+13/AD/11/2024
06/02/2024

APB/42K/PM.1IF13/AD/111/2024
05/03/2024

APB/EK/PM.II+13/AD/11/2024
28/02/2024
APB/8K/PM.II+13/AD/IV/2024

16/04/2024

APB/14K/PM.1IF13/AD/VI1/2024
08/07/2024

APB/15-K/PM.l11-13/AD/VIII/2024
20/08/2024

APB/16-K/PM.I1I-13/AD/VIII/2024
19/08/2024

APB/19K/PM.II+13/AD/V1/2024
13/06/2024

APB/21K/PM.IIF13/AL/VI/2024
19/06/2024

APB/29K/PM.II+13/AU/IX/2024
02/09/2024
APB/32K/PM.II}13/AD/1X/2024

23/09/2024

APB/38K/PM.II+13/AD/X1/2024
14/11/2024

APB/39-K/PM.11I-13/AL/X/2024
29/10/2024

Pada tahun anggaran

NOMOR, TANGGAL
PUTUSAN
3

39-K/PM.I1}13/AD/XI1/2024
28/02/2024

40-K/PM.II+13/AD/X11/2023
06/02/2024

42-K/PM.II+13/AD/X11/2023
27/02/2024

1-K/PM.I1}13/AD/I/2024
28/02/2024

8-K/PM.II+13/AD/11/2024
02/04/2024

14-K/PM.1NI 13/AD/111/2024
01/07/2024

15K/PM.II}13/AD/IV/2024
13/08/2024

16-K/PM.11}13/AD/IV/2024
13/08/2024

19-K/PM.I1}13/AD/IV/2024
13/06/2024

21-K/PM.11}13/AL/IV/2024
13/06/2024

29-K/PM.IIF13/AUINV/2024
26/08/2024

32-K/PM.II+13/AD/V1/2024
18/09/2024

38-K/PM.IIt
13/AD/VIII/2024
07/11/2024

39-K/PM.IIF
13/AL/VIN2024
23/10/2024

Keadaan Perkara Tingkat Kasasi

2024 , terdapat

NAMA
PANGKAT, NRP
JABATAN, KESATUA|
4

Wirawan Suhariyono
Serma/3195016120117.
Kodim 0819/Pasuruan
Dany Guntur Ardiansyal
Praka/3109016992018¢€
Kodim 0809/Kediri

Kartika Cita Raesi
Letda Cku
(K)/21080867741286
Kudam V/Brw

Dwi Warhe Wibowo
Serka/2110009590029C
Brigif Mekanis 16/WY
Iswanto
Koptu/31040104871282
Kodim 0808/Blitar

Ibnan Hamdani
Serka/3198056610087¢
Kodim 0803/Madiun

Angga Meyriza
Pratu/31190190360598
Seskoad

Danang Cahyo Rubiyon
Letda
Cku21050150570483
Kudam V/Brw

Bambang Eko Saputro
Praka/3106069531098€
Korem 081/Dsj

Yasanuri
Koptu Tku/94579
Koarmada Il

Widyanto
Serka/515798

Lanud Sulaiman
Asfahani
Sertu/3920255730673
Kodim
0807/Tulungagung
Fian Panduwinata
Serda/2118015284109¢
Yonif Para Raider 501/
BY Madiun

Noval Syah Putra
Serda Mar/131776
Yonpom 3 Mar Sorong

MELANGGAR PASAL PEMOHOMBANDING
5 6

Pertama: Pasal 378 KUHP At
Kedua: Pasal 372 KUHP

Pasal 127 Ayat (1) huruf a
Undangundang Rl Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika.

Pertama: Pasal 284 Ayat (1) k
1 huruf b KUHP. Atau Kedua:
Pasal 281 k& KUHP

Pertama: Pasal 284 ayat (1) k
2 a KUHP atau Kedua: Pasal
281 kel KUHP

Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan
d Jo Pasal 40 Ayat (2) Undan
undang Rl Nomor 5 Tahun
1990.

Pertama: Pasal 112 ayat (1)
UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika atau
Kedua Pasal 127 ayat (1)
huruf a UU RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika atau Ketiga: Pasal
131 UU RI Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
Pasal 378 KUHP.

Pertama: Pasal 284 Ayat (1)
Kel a KUHP. Atau Kedua:
Pasal 281 k& KUHP Atau
Ketiga: Pasal 103 ayat (1)
KUHPM.

Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 2.
ayat (2) UU Rl Nomor 42
tahun 1999 tentang jaminan
Fidusia Atau Kedua: Pasal 37
KUHP. Atau Ketiga: Pasal 37¢
KUHP

Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 2
ayat (2) UU Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusie
Atau Kedua: Pasal 3KUHP.
Pasal 279 Ayat (1) KeKUHP.

Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomc
23 Tahun 2004: Pasal 351 ay:
(2) KUHP

Pasal 1 ayat (1) UU nomor
12/Drt/1951.

Pasal 6 huruf a UU RI Nomor
12 tahun 2022 tentang Tindak
Pidana kekerasan seksual.
Atau KedudPasal 281 ké
KUHP

mengajukan Upaya Hukum Kasasi, antara lain dapat dilihat dalam tabel

sebagai berikut:
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Oditur:

Alexander Aditya
NugrahaS.H., M.H
Terdakwa:

Dany Guntur
Ardiansyah

Terdakwa:
Kartika Cita Raesi

Terdakwa:
Dwi Warhe Wibowo

Oditur:
DedyNoviadi, S.H.

Terdakwa:
Ibnan Hamdani

Terdakwa:
Angga Meyriza

Terdakwa:
Danang Cahyo
Rubiyono

Terdakwa;
Bambang Eko Saputi

Terdakwa:
Yasanuri

Oditur:
Dedy Noviadi, S.H.
Terdakwa:

Asfahani

Terdakwa:
Fian Panduwinata

Terdakwa:
Noval Syah Putra

12 (dua belas ) perkara yang



4.

1

1.

10.

11.

12.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

NOMOR DANANGGAL
AKTA PERMOHONAN
KASASI
2

APK/28K/PM.II+13/AD/11/2024
19/02/2024

APK/35K/PM.1I+13/AD/IV/2024
16/04/2024

APK/38K/PM.IIF13/AD/I11/2024
06/03/2024

APK/39K/PM.IIF13/AD/VI1I/2024
04/07/2024

APK/42K/PM.IIF13/AD/VI1I/2024
16/07/2024
APK/IK/PM.I1}13/AD/V/2024

27/05/2024

APK/14K/PM.I1}13/AD/IX/2024
02/09/2024

APK/16K/PM.IIF13/AD/X1/2024
19/11/2024

APK/19K/PM.IIF13/AD/VIII/2024
19/08/2024

APK/21K/PM.IIF13/AL/IX/2024
24/09/2024

APK/29K/PM.I1}13/AU/XI1/2024
09/12/2024

APK/32K/PM.II+13/AD/X1/2024
13/11/2024

NOMOR, TANGGAL
PUTUSAN
3

28-K/PM. 1+
13/AD/VI11I/2023
30/10/2023

35-K/PM.II}13/AD/X/2023
19/12/2023

38-K/PM.II+13/AD/X1/2023
29/02/2024

39-K/PM.II+13/AD/X1/2023
28/02/2024

42-K/PM.II+13/AD/X11/2023
27/02/2024
1-K/PM.I1}13/AD/1/2024

28/02/2024

14-K/PM.II}13/AD/111/2024
01/07/2024

16-K/PM.11}13/AD/IV/2024
13/08/2024

19-K/PM.11}13/AD/IV/2024
13/06/2024

21-K/PM.I1}13/AL/IV/2024
13/06/2024

29-K/PM.IIF13/AUINV/2024
26/08/2024

32-K/PM.II+13/AD/V1/2024
18/09/2024

NAMA
PANGKAT, NRP
JABATAN, KESATUA

4

Suprapto
Sertu'31040196940382
Mabes TNI

Pardiman
Sertu3920089670373
Kodim 0803/Madiun

Yohanes Oktavianus
Keballen
Kopda/3103074484108:
Yonif 511/DY Korem
081/Dsj

Wirawan Suhariyono
Serma/3195016120117.
Kodim 0819/Pasuruan
Kartika Cita Raesi
Letda Cku (K)/
21080867741286
Kudam V/Brw

Dwi Warhe Wibowo
Serka/2110009590029C
Brigif Mekanis 16/WY
Ibnan Hamdani
Serka/3198056610087¢
Kodim 0803/Madiun

Danang Cahyo Rubiyon
Letda Cku/
21050150570483
Kudam V/Brw

Bambang Eko Saputro
Praka/3106069531098€
Korem 081/Dsj

Yasanuri
Koptu Tku/94579
Koarmada Il

Widyanto
Serka/515798
Lanud Sulaiman
Asfahani

Sertu
3920255730673
Kodim
0807/Tulungagung

Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali

Pada tahun anggaran

Upaya Hukum Peninjauan Kembali atau Nihil, dan

tabel sebagai berikut:

20N e e

NOMOR DAN TANGGAL

AKTA PERMOHONAN

PENINJAUAN KEMBALI
2

PengadilarMiliter 111-13

NOMORTANGGAL
PUTUSAN
3

Madiun

NAMA
PANGKAT, NRP
JABATAN, KESATUA

4

MELANGGAR PASAL PEMOHON KASAS
5 6

Pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 (1
UU RI No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah
Tangga.

Pertama: Pasal 378 KUHP Jo
Pasal 55 ayat (1) ke KUHP.
atau Kedua: Pasal 372 KUHP
Jo Pasal 55 ayat (1)-teKUHP
Pasal 127 Ayat (1) huruf a
UndangUndang RI Nomor 35
tahun 2009 tentang Narkotika:

Pertama: Pasal 378 KUHP.
Atau Kedua: Pasal 372 KUHP

Pertama: Pasal 284 Ayat (1)
ke-1 huruf b KUHP. Atau
Kedua: Pasal 281 KeKUHP

Pertama: Pasal 284 ayat (1) k
2 a KUHP atau Kedua: Pasal
281 kel KUHP

Pertama: Pasal 112 ayat (1)
UU RI Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika atau
Kedua: Pasal 127 ayat (1)
hurufa UU RI Nomor 35
Tahun 2009 Tentang
Narkotika atau Ketiga: Pasal
131 UU RI Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika
Pertama: Pasal 284 Ayat (1)
Kel a KUHP. Atau Kedua:
Pasal 281 k& KUHP Atau
Ketiga: Pasal 103 ayat (1)
KUHPM.

Pertama: Pasal 36 Jo Pasal 2
ayat (2) UU Rl Nomor 42
tahun 1999 tentang jaminan
Fidusia Atau Kedua: Pasal 37
KUHP. Atau Ketiga: Pasal 37¢
KUHP

Pertama Pasal 36 Jo Pasal 22
ayat (2) UU Nomor 42 Tahun
1999 tentang Jaminan Fidusie
Atau Kedua: Pasal 3RUHP.
Pasal 279 Ayat (1) KeKUHP.

Pasal 44 ayat (1) UU RI Nomc
23 Tahun 2004: Pasal 351 ay:
(2) KUHP

Terdakwa:
Suprapto

Oditur:
Dedy Noviadi, S.H.

Oditur:
Alexander Aditya
NugrahaS.H.M.H.

Oditur:

Alexander Aditya
Nugraha, S.H., M.H.
Terdakwa Kartika
Cita Raesi

Terdakwa: Dwi
WarheWibowo

Terdakwa: Ibnan
Hamdani

Terdakwa: Danang
Cahyo Rubiyono

Terdakwa Bambang
Eko Saputro

Terdakwa: Yasanuri

Oditur:
Dedy Noviadi, S.H.

Terdakwa: Asfahani

2024 , tidak terdapatperkara yang mengajukan

dapat dilihat dalam

MELANGGAR PEMOHON KET
PASAL KASASI '
5 6 7
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5) Keadaan Perkara Tingkat Grasi

Pada tahun anggaran 2024, tidak ada perkara yang mengajukan

Grasi atau nihil, antara lain dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

NOMOR DAN TANGGAL NAMA
NO. AKTA PERMOHONAN NOMP%F_Qrb-I—S'(-\ANNGGAL PANGKAT, NRP MEI}::gELGAR PEGMRCXE?N KET.
PENINJAUAN GRASI JABATAN, KESATUA
2 3 4 5 6 7

1
1.
2.
3 NIHIL
4.
B. PENYELESAIAN PERKARA
1) Jumlah sisa perkara yang diputus
Sisa perkara pada Pengadilan Militer III -13 Madiun tahun anggaran
2024 sejumlah 1 (satu) perkara, pada tahun anggaran 2024 terdapat sisa
awal perkara atau sisa akhir tahun sebelumnya sejumlah 5 (lima) perkara
kejahatan, perkara masuk sejumlah 54 (lima puluh empat) perkara, telah
diputus sejumlah 58 (lima puluh delapan) perkara, terdiri dari  Perkara

Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat ) Perkara dan Perkara
Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara , sehingga pada tahun anggaran
2024 sisa perkara sejumlah 1 (satu) perkara, hal tersebut dapat dilihat

dalam tabel berikut

1. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara kejahatan

No. Klasifikasi Perkara Sl Masuk |Putus | Dikembalikan S|s§1 Biaya Perkara Denda
Awal Akhir
1 0 11 11 0 0 Rp

Desersi 120.000,00 Rp
2 Ketidaktaatan Militer terhadap Perintah 0 1 1 0 0 Rp 15.000,CO0Rp
Dinas
3 Pengrusakan/Pembinasaan/Penghilange 0 1 1 0 0 Rp 15.000,CO0Rp

Menjual Barang-barang Angkatan Peran

4 Kejahatan Terhadap Asal Usul dan 0 1 1 0 0 Rp 15.000,CORp
Perkawinan
5 Kesusilaan 1 6 6 0 1 Rp 100.000,00 Rp
6 Pencurian 0 2 2 0 0 Rp 25.000,CO0Rp
7 Penggelapan 0 2 2 0 0 Rp 30.000,CORp 15.000.000,('
8 Penipuan 1 4 5 0 0 Rp  70.000C0Rp '
9 Penghancuran/Perusakan Barang 0 1 1 0 0 Rp 15.000,CORp
10 Narkotika 2 0 2 0 0 Rp 20.000,C0Rp
11 Jaminan Fidusia 0 1 1 0 0 Rp 10.000,CORp 20.000.000,(
12 Senjata Api 0 1 1 0 0 Rp 15.000,C0 Rp '
13 THTI 0 8 8 0 0 Rp 80.000,CORp
14 Penangkapan, Pengangkutan dan 0 1 1 0 0 Rp 10.000,CORp 20.000.000,('
Perdagangan Satwa Liar |
15 Minyak dan Gas Bumi (lllegal Drillingde 0 1 1 0 0 Rp 15.000,CORp 50.000.000,(
Illegal Tapping)
16 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) 0 0 0 Rp 80.000,CO0Rp
17 Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 0 0 0 Rp 25.000,CORp
18 Narkotika 1 1 0 0 Rp 15.000,C0 Rp
Total 5 50 54 0 1 Rp 675.000,00Rp  105.000.000,(
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2. Laporan Rekapitulasi klasifikasi perkara pelanggaran

I Klasifikasi Perkara s|DikembalikanSisa Akhif Biaya Perkara

1 Lalulintas dan Angkutan 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0
Jalan

Total 0 4 4 0 0 Rp 45.000,00Rp 400.000,0

2) Jumlah perkara yang diputus tepat waktu

Pada tahun anggaran 2024 perkara yang diputus oleh Pengadilan
Militer Il -13 Madiun sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, terdiri
dari Perkara Kejahatan sejumlah 54 (lima puluh empat ) Perkara dan
Perkara Pelanggaran sejumlah 4 (empat) Perkara, seluruhnya diputus
dalam kurun waktu kurang dari 5 (lima) bulan, dengan kualifikasi perkara

dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut :

- BULAN <3 BULAN| 4-5 BULAN| 6-12 BULAN| 12 BULAN [ KETERANGA

Januarl
Februari
Maret
April
Mei

Juni

Juli
Agustus
September
10 Oktober
11 November
12 Desember
Jumlah

O~NOOUOPA~WNPREPRP

©
NWNDWN~NWAR©PR

VOO FRPRONEFEPNOOONO
[eNelNeoNelNelNelNoNolNoNelNeoNoloNe)
[eNelNeNelelNolNoNeoNeolNeolNoNoNeo

al
(@)

- Berdasarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI No. 2 tahun
2014, dimana batas waktu penyelesaian perkara pada Pengadilan

tingkat pertam a paling lambat dalam waktu 5 (L ima) bulan.

- Penyelesaian perkara di Pengadilan Militer 11 -13 Madiun pada tahun
anggaran 2024, telah memutus sejumlah 58 (lima puluh delapan)
perkara, dimana dari 58 (lima puluh delapan) perkara tersebut
penyelesaian perkara yang terlama adalah 131 (seratus tiga pul uh
satu) hari atau kurang dari 5 (lima) bulan, melalui tahap registrasi
sampai dengan minutasi berkas perkara, terkecuali yang

mengajukan Upaya Hukum.

PengadilarMiliter 11-13 Madiun ;’ “ Cimtai Profesi, Jaga Institusi *
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- Dalam artian bahwa seluruh perkara yang diputus oleh Pengadilan
Militer 1l -13 Madiun telah tepat waktu sesuai dengan ketentuan

dalam Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI tersebut diatas.

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi
dan PK..

Jumlah perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding,
Kasasi dan PK pada tahun anggaran 2024 dengan perincian sebagai
berikut :

Perkara masuk pada tahun anggaran 2024 sebanyak 59 (lima puluh
sembilan) perkara dan telah diputus sebanyak 58 (lima puluh delapan)
perkara , dari 58 (lima puluh delapan) perkara yang diputus, terdiri dari
54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara
pelanggaran, yang tidak mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan
PK sebanyak 43 (empat puluhtiga ) perkara atau sekitar 74% dari perkara
yang diputus sebanyak 58 (lima puluh delapan) perkara, yang terdiri dari

54 (lima puluh empat) perkara kejahatan dan 4 (empat) perkara

pelanggaran, antara lain sebagai berikut:

a. Tabel perkara kejahatan.

NAMA
NO. T’\L?\Il\é%if ES&SIEEER NOMPCL)J?_’U-I—SAANNGGAL PANGKAT, NRP PASAL DAKWAA! KET.
JABATAN, KESATUAN
1 2 S 4 5 6

1. 38K/PM.II#13/AD/X1/2023 38-K/PM.II#13/AD/X1/2023 YohaneOktavianus Pasal 127 Ayat (1) Kasasi
01/11/2023 29/02/2024 Keballen huruf a Undang
Kopdd31030744841082  Undang Rl Nomor 3
Yonif 511/DY Korem tahun 2009 tentang
081/Dsj Narkotika:
2. 39K/PM.II+13/AD/X1/2023 39-K/PM.II+13/AD/X1/2023 WirawanSuhariyono Pertama: Pasal 378 Kasasi
01/11/2023 28/02/2024 Serma/31950161201172 KUHP. Atau Kedua:
Kodim 0819/Pasuruan Pasal 372 KUHP
3. 40K/PM.IIH13/AD/X11/2023 40-K/PM.11}13/AD/X11/2023 Dany Guntur Ardiansyah Pasal 127 Ayat (1) hurt Banding
05/12/2023 06/02/2024 Praka/31090169920188 a Undanegundang RI
Kodim0809/Kediri Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika.
4. 41-K/PM.IIF13/AD/XII/2023 41-K/PM.11}13/AD/XI11/2023 Ronald Berhadi Pasal 127 Ayat (1) hurt Tingkat
05/12/2023 06/02/2024 Kopda/31080122321086 a UndangUndang RI Pertama
Kodim 0812/Lamongan Nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika.
5. 42-K/PM.II+13/AD/XI11/2023 42-K/PM.II}13/AD/XI1/2024 Kartika Cita Raesi Pertama Pasal 284 Kasasi
05/12/2023 27/02/2024 Letda Cku Ayat (1) kel huruf b
(K)/21080867741286 KUHP. Atau Kedua:
Kudam V/Brw Pasal 281 k& KUHP
6. 1-K/PM.IIF13/AD/I/2024 1-K/PM.11+13/AD/I/2025 Dwi Warhe Wibowo Pertama: Pasal 284 Kasasi
09/01/2024 28/02/2024 Serka/21100095900290 ayat (1) ke2 a KUHP
Brigif Mekanis 16/WY atau Kedua: Pasal 281
ke-1 KUHP
7. 2-K/PM.IIH13/AD/I/2024 2-K/PM.11+13/AD/I/2025 Titus Sutrisno Pasal 86 kd KUHPM Tingkat
24/01/2024 19/02/2024 Koptu/31960171191175 Pertama
Kodim 0803/Madiun
8. 3-K/PM.II}13/AD/I/2024 3-K/PM.II+13/AD/1/2025 Rendi 86 kel KUHPM Tingkat
24/01/2024 13/02/2024 Prada/31210331570700 Pertama
Yonif 511/DY
9. 4-K/PM.II}13/AU/I/2024 4-K/PM.11}13/AU/1/2025 Aris Gunarwanto Pasal 86 kd KUHPM Tingkat
24/01/2024 13/02/2024 Pratu/61919705549698 Pertama

Lanud Iswahjudi

PengadilarMiliter 11-13 Madiun g‘ “ Cirtai Profesi, Jaga Institusi “



Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun Anggaran 2024

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

5-K/PM.I1}13/AD/1/2024
24/01/2024

6-K/PM.II}13/AD/1/2024
24/01/2024

7-K/IPM.II+13/AD/1/2024
26/01/2024

8-K/PM.IIF13/AD/11/2024
01/02/2024

9-K/PM.II+13/AD/11/2024
26/02/2024

10-K/PM.1IF13/AL/II/2024
26/02/2024

11-K/PM.1IF13/AD/11/2024
28/02/2024

12-K/PM.1IF13/AL/IN/2024
19/03/2024

13-K/PM.11F13/AD/111/2024
27/03/2024

14-K/PM.11F13/AD/111/2024
27/03/2024

15-K/PM.11}13/AD/IV/2024
05/04/2024

16-K/PM.11}13/AD/IV/2024
05/04/2024

17-K/PM.11F13/AD/IV/2024
25/04/2024

18-K/PM.IIF13/AD/IV/2024
25/04/2024

19-K/PM.1I+13/AD/IV/2024
25/04/2024

20-K/PM.11+13/AD/IV/2024
25/04/2024

21-K/PM.IIF13/AL/IV/2024
25/04/2024

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun

5-K/PM.II+13/AD/1/2025
13/02/2024

6-K/PM.II+13/AD/1/2025
17/04/2024

7-K/PM.II+13/AD/1/2025
17/04/2024

8-K/PM.IIF13/AD/11/2025
02/04/2024

9-K/PM.II+13/AD/11/2025
05/06/2024

10-K/PM.1IF13/AL/II/2025
25/06/2024

11-K/PM.1IF13/AD/11/2025
28/03/202

12-K/PM.1IF13/AL/I1/2025
14/05/2024

13-K/PM.11}13/AD/111/2025
03/06/2024

14-K/PM.11}13/AD/111/2025
01/07/2024

15-K/PM.11}13/AD/IV/2025
13/08/2024

16-K/PM.11}13/AD/IV/2025
13/08/2024

17-K/PM.11}13/AD/IV/2025
14/06/2024

18-K/PM.IIF13/AD/IV/2025
21/05/2024

19-K/PM.11+13/AD/IV/2025
13/06/2024

20-K/PM.I1+13/AD/IV/2025
04/06/2024

21-K/PM.IIF13/AL/IV/2025
13/06/2024

D

Aheyrlee

Stepanus Prengky
Prada/31210354000902
Yonif 511/DY

Mabel Yikwa
Prada/31210547570200
Yonif 511/DY

Rifaldo Buraf Furima
Prada/1721103010006240
Yonif 521/DY

Iswanto
Koptu'31040104871282
Kodim 0808/Blitar

Lambang Rizki Frastianto
Prada/31210184140399
Yonif 521/DY

Lamidi

Serda Ttg/97190
Denmako Kodiklatal

Pigy Suryo Wijoyo
Kopda/31060247670984
Kodim 0805 Ngawi

Yudi Nugraha
Kopda Mar/114694
Yonif 6 Marinir Brigif. Mar

Dian Ardianta
Kopda/310902000930890
Korem 081/DSJ

Ibnan Hamdani
Serka/31980566100878
Kodim 0803/Madiun

Angga Meyriza
Pratu'31190190360598
Seskoad

Danang Cahyo Rubiyono

Letda Cku/21050150570483

Kudam V/Brw

Deny Hariyanto
Peltu/21970305500576
Kodim 0803 Madiun

Medio Palentino
Prada/31210347590202
Yonif 511/DY

Bambang Eko Saputro
Praka/31060695310986
Korem 081/Dsj

Surya Hadi Kusuma
Serma/21050194550784
Korem 081/Ds;j

Yasanuri
Koptu Tku/94579

Pasal 86 kd KUHPM

Pasal 87 Ayat (1) k&
jo Ayat (2) KUHPM

Pasal 87 Ayat (1) k2
jo Ayat (2) KUHPM

Pasal 21 Ayat (2) huruf
a dan d Jo Pasal 40
Ayat (2) Undang
undang RI Nomor 5
Tahun 1990.

Pasal 362 KUHP Jo
Pasal 53 ayat (1) KUHEF

Pertama Pasal 378
KUHP atau Kedua:
Pasal 372 KUHP
Pasal 310 ayat (4) UU
RI No 22 Tahun 2009
tentangUndang
Undang Lalu Lintas dal
Angkutan Jalan.
Pasal 49 huruf a Jo
Pasal 9 ayatl) UU RI
No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
Pasal 86 kd KUHPM

Pertama: Pasal 112
ayat (1) UU Rl Nomor
35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
atau KeduaPasal 127
ayat (1) huruf a UU RI
Nomor 35 Tahun 2009
Tentang Narkotika
atau Ketiga Pasal 131
UU RI Nomor 35 Tahur
2009 Tentang
Narkotika

Pasal 378 KUHP.

Pertama Pasal 284
Ayat (1) Kel a KUHP.
Atau Kedua: Pasal 281
Kel KUHP Atau
Ketiga: Pasal 103 ayat
(1) KUHPM.

Pasai 55 UURi Nomor
22 tahun 2001 tentang
minyak dan gas bumi
sebagaimana telah
diubah dengan Pasai
40 angka 9 UURI
Nomor 6 tahun 2023
tentang Pentapan
Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang
Undang Nomor 2
tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi
UndangUndarg.

Pasal 86 kd KUHPM.

Pertama: Pasal 36 Jo
Pasal 23 ayat (2) UU R
Nomor 42 tahun 1999
tentang jaminan
Fidusia Atau Kedua:
Pasal 372 KUHP. Atau
Ketiga: Pasal 378 KUH
Pasal 310 ayat (4)
UURI Nomor 22 Tahun
20009 tentang Lalu
Lintas dan Angkutan
Jalan.

Pertama: Pasal 36 Jo
Pasal 23 ayat (2) UU
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Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Banding

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Kasasi

Banding

Kasasi

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Kasasi

Tingkat
Pertama

Kasasi
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44,

22-K/PM.I1+13/AD/IV/2024
25/04/2024

23-K/PM.II+13/AD/V/2024
06/05/2024

24-K/PM.II+13/AD/V/2024
06/05/2024

25-K/PM.II}13/AD/V/2024
07/05/2024

26-K/PM.I1+13/AD/V/2024

16/05/2024

27-K/IPM.IIF13/AD/IV/2024
20/05/2024

28-K/PM.I1}13/AD/V/2024
20/05/2024

29-K/PM.IIF13/AUIN/2024
28/05/2024

30-K/PM.I1}13/AD/V/2024
29/05/2024

31-K/PM.IIFL3/ALIVI/2024
10/06/2024

32-K/PM.11}13/AD/VI/2024
26/06/2024

33-K/PM.IIF13/ALIVI/2024
26/06/2024

34-K/PM.I1}13/AD/VII/2024
12/07/2024

35-K/PM.II13/ALIVII2024
16/07/2024

36-K/PM.IIFL3/AL/VII/2024
26/07/2024

37-K/PM.IIF13/AUNVII/2024
26/07/2024

38-K/PM.IIF13/AD/VIII/2024
15/08/2024

39-K/PM.IIFL3/AL/VINII2024
15/08/2024

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun

22-K/PM.I1+13/AD/IV/2025
14/06/2024

23-K/PM.II+13/AD/V/2025
21/05/2024

24-K/PM.I1+13/AD/V/2025
08/07/2024

25-K/PM.II}13/AD/V/2025
18/07/2024

26-K/PM.I1+13/AD/V/2025
05/08/2024

27-K/PM.II+13/AD/V/2025
08/07/2024

28-K/PM.I1}13/AD/V/2025
14/06/2024

29-K/PM.II}13/AU/NV/2025
26/08/2024

30-K/PM.I1}13/AD/V/2025
30/07/2024

31-K/PM.IIF13/ALIVI/2025
26/08/2024

32-K/PM.I1}13/AD/VI1/2025
18/09/2024

33-K/PM.IIFL3/ALIVI/2025
10/09/2024

34-K/PM.I1}13/AD/VII/2025
30/07/2024

35-K/PM.IIFL3/AL/VIII2025
17/10/2024

36-K/PM.IIFL3/AL/VII/2025
17/10/2024

37-K/PM.IIF13/AUNVII/2025
10/09/2024

38-K/PM.IIF13/AD/VII1/2025
07/11/2024

39-K/PM.IIFL3/AL/VINII2025
23/10/2024

2

Koarmada Il

Wiji Susanto
Koptu/31020217910283
Kodim 0813 Bojonegoro
Yudo Handoyo
Kopda/31071179581086
Kodim 0802/Ponorogo
Marcellino Dwi Adha
Dirgantara
Praka31200873860301
Yonif 511/DY

Ngatiran
Serda/31081748591089
Kodim 0811/Tuban

Aminudin Rahmat
Kapten/2920100220670
Pomdam V/Brw

Ronny Bakti Riyanto
Serda/31040252790285
Kodim 0812/Lamongan
Panji Wira Sasmita
Serma/21070452680886
Yonif 527/BY

Widyanto

Serka/515798

Lanud Sulaiman

Ali Mustopa
Serda/31071476740986
Kodim 0807/Tulungagung
Korem 081/Dsj

Didik Priyanto

Sertu Apk/90947

Diskes Lantamal V

Asfahani
Sertu/3920255730673
Kodim 0807/Tulungagung

Dedi Prastyawan
Kopda Rdl/115425
Satkor Koarmada |

Bima Eka Ramadhan
Prada/31210212691298
Yonif 521/DY

Nur Cahyono
Sertu Lis/120079
Opr. Baterai KRIAFE55

Danang Saegyo Pranoto
Sertu Keu/118445

Satrol Lantamal XIV Sorong
Tegar Prayitna
Serda/3522112010554760
Depohar 80

Fian Panduwinata
Serda/21180152841098
Yonif Para Raider 501/BY
Madiun

Noval Syah Putra

Serda Mar/131776
Yonpom 3 Mar Sorong

Nomor 42 Tahun 1999
tentang Jaminan
Fidusia Atau Kedua:
Pasal 372 KUHP.
Pasal 87 Ayat (1) k&
jo Ayat (2) KUHPM.

Pasal 86 kd KUHPM.

Pasal 87 Ayat (1) k&
Jo Ayat (2) KUHPM.

Pertama: Pasal 284
ayat (1) kel a KUHP
atau Kedua: Pasal 281
ke-1 KUHP

Pertama: 126 KUHPM
Atau Kedua: 372 KUHF

Pasal 87 Ayat (1) k&
Jo Ayat (2) KUHPM.

Pasal 49 huruf a Jo
Pasal 9 ayat (1) UU RI
No. 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.

Pasal 279 Ayat (1) Ke
KUHP.

Pasal 363 Ayat (1) ¥&
KUHP

Kesatu Pasal 281 k&
KUHP. Dan Kedua:
Pasal 284 ayat (1) ke 2
a KUHP

Pasal 44 ayat (1) UU R
Nomor 23Tahun 2004:
Pasal 351 ayat (2)
KUHP

Pasal 49 huruf a Jo
Pasal 9 ayat (1) UU RI
No. 23 Tahun 2004
tentangPenghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Pasal 87 ayat (1) k&

jo ayat (2) Kitab
UndangUndang
Hukum Pidana Militer.
Pertama: Pasal 49
huruf a Jo Pasal 9 ayat
(1) UU RI No. 23 Tahui
2004 tentang
Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. atau
Kedua: Pasal 7 Jo Pas
45 ayat (1) UU RI
Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam
Rumah Tangga

Pasal 49 huruf a Jo
Pasal 9 ayat (1) UU RI
Nomor 23 Tahun 2004
Pertama: Pasal 103
ayat (1) KUHPM atau
Kedua: Pasal 87 Ayat
(1) ke2 Jo Ayat (2)
KUHPM

Pasal 1 ayat (1) UU
nomor 12/Drt/1951.

Pasal 6 huruf a UU RI
Nomor 12 tahun 2022
tentang Tindak Pidana
kekerasan seksual.
Atau KedudPasal 281
Kel KUHP

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat

Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat

Pertama

Kasasi

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Kasasi

Tingkat
Pertama

Tingkat

Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Banding

Banding
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45,

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

b.
I
1

1

40-K/PM.IIF13/AD/VIII/2024
22/08/2024

41-K/PM.IIF13/AD/VIII/2024
27/08/2024

42-K/PM.IIF13/AD/VIII/2024
27/08/2024

43-K/PM.II+13/AD/I1X/2024
10/09/2024

44-K/PM.II+13/AD/I1X/2024
10/09/2024

45-K/PM.II+13/AL/IX/2024
19/09/2024

46-K/PM.II+13/AD/1X/2024
19/09/2024

47-K/PM.IIF13/AU/1X/2024
25/09/2024

48-K/PM.II+13/AD/X/2024
16/10/2024

49-K/PM.IIF13/AD/X/2024
16/10/2024

40-K/PM.IIF13/AD/VIII/2025
12/09/2024

41-K/PM.IIF13/AD/VIII/2025
22/10/2024

42-K/PM.IIF13/AD/VIII/2025
17/10/2024

43-K/PM.II13/AD/I1X/2025
18/10/2024

44-K/PM.II+13/AD/I1X/2025
18/10/2024

45-K/PM.IIF13/AL/IX/2025
25/11/2024

46-K/PM.1I+13/AD/1X/2025
19/12/2024

47-K/PM.IIF13/AU/1X/2025
22/10/2024

48-K/PM.II+13/AD/X/2025
19/12/2024

49-K/PM.IIF13/AD/X/2025
25/11/2024

Tabel perkara pelanggaran lalu lintas.

NOMOR

REGISTER
2

1-P/PM.11}13/AD/I/2024
09/01/2024

2-P/PM.II}13/AD/IV/2024
25/04/2024

3-P/PM.IIF13/AD/VII2024
17/07/2024

4-P/PM.1I+13/AD/VI1/2024
17/07/2024

3
1-P/PM.11}13/AD/I/2024
15/01/2024

2-P/PM.II}13/AD/IV/2024
30/04/2024

3-P/PM.IIF13/AD/VII/2024
22/07/2024

4-P/PM.1I+13/AD/VI1/2024
22/07/2024

Yudha Vebryanto
Praka/31150447150595
Kodim 0812/Lamongan
Dian Ardianta
Kopda/310902000930890
Korem 081/Dsj

Edi Yulianto
Serda/31060292870187
Deninteldam V/Brawijaya

Mario Yovan Dikca
Pratu/31180913330896
Gupusmu Il Puspalad
Suardi Anto Valintindu
Prada/31210331810800
Yonif 511/DY
Muchamad Yusuf
Serka Ede

115029/

Denmako Koarmada Il
Jajat Suhera
Sertu/31010518560180
Kodim 0801 Pacitan

Agung Budi Purnomo
Pratu/61719601546332
Satpom Lanudswahjudi

Mulyadi
Peltu/31940561271173
Kodim 0735/Surakarta

Andriyono
Sertu/31010611370580
Kodim 0810 Nganjuk (BP
Kodim 0804/Magetan)

NAMA
PANGKAT, NRP

JABATAN, KESATUAN

PUTUS I

Pasal 87 Ayat (1) k&
JoAyat (2) KUHPM.

Pasal 87 Ayat (1) k&
jo Ayat (2) KUHPM.

Pertama: Pasal 406
ayat (1) KUHP. Atau
Kedua: Pasal 170 ayat
(1) KUHP. Atau Ketiga:
Pasal 352 ayat (1)
KUHP

Pasal 87 Ayat (1) k&
jo Ayat (2) KUHPM.

Pasal 87 Ayat (1) k&
Jo Ayat (2) KUHPM.

Pertama: Pasal 378
KUHP. Atau: Pasal 372
KUHP.

PasaPertama: Pasal 1
Ayat (1) UU darurat
No. 12 tahun 1951.
Atau Kedua: Pasal 335
ayat (1) KUHP.

Pasal 86 kd KUHPM.

Pertama Pasal 103
ayat(1) KUHPM atau
Kedua: Pasal 378 KUH
atau KetigaPasal 372
KUHP

Pasal 87 Ayat (1) k&
Jo Ayat (2) KUHPM Jo
Pasal 88 ayat (1) ke
KUHPM.

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat

Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

Tingkat
Pertama

PASAL DAKWAA!

AKREDITASI PENJAMINAN MUTU (SERTIFIKASI ISO PENGADILAN)

Untuk mewujudkan Performa/Kinerja Peradilan
unggul/prima (
15 Juli 2020 Pengadilan Militer IlI

Indonesia Court Performance Exellent

Akreditasi Penjaminan Mutu yang diketuai oleh Direktur Pembinaan Tenaga

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun
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Bayu Febrianta Pasal 288 Ayat (1) UU Tingkat

Serda/311300727750294 Nomor 22 tahun 2009 Pertama

Kodim 0805 Ngawi

Agung Setiyawan Pasal 288 Ayat (2) UU  Tingkat

Koptu/31060245360884 RI Nomor 22 tahun Pertama

Yonif PR 501/B 2009

Danang Ardaiurniawan Pasal 288 Ayat (2) UU Tingkat

Kopda RI Nomor 22 tahun Pertama

31100126590789 2009

Kodim 0803 Madiu

Sartam Pasal 288 Ayat (2) UU Tingkat

Sertu/3930227100771 RI Nomor 22 tahun Pertama

Kodim 0807/Tulungagung 2009

Indonesia yang
O0ICPE), pada tanggal 14-

-13 Madiun telah dilakukan Surveilanve
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Teknis dan Administrasi peradilan Militer berdasarkan Surat Keputusan Dirjen

Badilmiltun MARI Nomor 607/Djmt/Kep/6/2020 Tanggal 22 Juni 2020

tentang Pelaksanaan Kegiatan Akreditasi Penjaminan Mutu Di Lingkungan

Peradilan Militer Tahun Anggaran 2020. Kemudi an pada hari Jumbd a

04 Desember 2020, Dirjen Badilmiltun MARI mengundang Kepala Pengadilan

Militer Ill -13 Madiun untuk menerima Sertifikat Akreditasi Penjaminan Mutu
secara virtual, dan Pengadilan Militer 1l -13 Madiun menerima Sertifikat
Surveilla ce Akreditasi penjaminan Mutu dengan predikat 0 A &xcdllent) Nomor

TAPM.04 -MIL/QMR/SERTIFIKAT/11/2020 yang ditandatangani oleh Dirjen
Badilmiltun MARI. Pencapaian akreditasi tersebut merupakan pemenuhan
pengadilan atas tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan

peradilan yang prima dan berkualitas.

Selain itu, Pengadilan Militer 111 -13 Madiun pada tanggal 04 April 2017 telah
dinyatakan lulus sertifikasi dan berhak mendapatkan Sertifikat ISO 9001:2015
(Quality Management System/  Sistem Manajemen Mutu) oleh National Quality

Assesment / NQA Indonesia setelah melalui berbagai tahapan.

ISO (International Organization for Standardisation ) merupakan Badan Penerbit
Stadard Internasional yang berdiri tahun 1947 dan berpusat di Geneva -Swiss

yang beranggotakan 173 negara.

Untuk meraih serifikat ISO bukanlah pekerjaan mudah, melainkan
memerlukan perjuangan, pengorbanan dan kerjasama semua pihak. Pihak
Pimpinan, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan semua Pegawai harus

punya kesadaran yang sama untuk melaksanakan pelayan an prima.

Tujuan Penerapan 1ISO adalah:

\% Kepuasan Publik.

Bahwa Sistem Manajemen Mutu dapat memperlihatkan bukti -bukti pelayanan
prima yang berstandar internasional, dan diakui dunia. Pelayanan disemua

bidang akan berjalan dengan baik dan tertib. Pelayanan ini akan dirasakan
langsung manfaatnya oleh masyarakat pencari keadilan atau siapa sa ja yang
memerlukan informasi dan jasa Pengadilan Militer Il -13 Madiun, dan

konsumen tentu akan merasakan kepuasan.
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\Y, Perubahan.

Bahwa pelayanan kepada masyarakat sebelum menerapkan 1SO tentu akan
berbeda jauh, dengan sistem pelayanan setelah menerapkan sistem
Manajemen Mutu. Perubahan ini timbul perasaan tanggung jawab, dan
menyadari akan pentingnya ISO dan akhirnya berkomitmen untuk melakukan
pelayanan yang terbaik. Pelayanan yang terbaik ini dijalankan tidak hanya

sesaat, melainkan dilakukan terus menerus.

1) Posbakum

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014
tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak

mampu di Pengadilan.

Perma ini mengatur bagaimana mekanisme layanan pemberian
bantuan hukum di Lingkungan Pengadilan kecuali Pengadilan Militer,
karena untuk layanan hukum di Pengadilan Militer bagi Prajurit di

jajaran Mabes TNI oleh Babinkum TNI dan bagi Prajurit diluar Mabes

TNI di Satuan / Dinas Hukum masing -masing Angkatan. Sehingga
Pengadilan Militer 11l -13 Madiun tidak mendapatkan alokasi Anggaran
Posbakum.

2) Sidang keliling/pelayanan terpadu

Salah satu misi dari Pengadilan Militer 11l -13 Madiun adalah
OMemberi kan informasi pel ayanan hukum
pencar.i keadil anbo unt uk it ul3d3 WMadiurg adi |

memberikan pelayanan hukum dengan melaksanakan sidang keliling
percepata n penyelesaian perkara, di tahun 2024 Pengadilan Militer Il -
13 Madiun melaksanakan 2 (Dua) kali sidang keliling vyaitu di
Pengadilan Agama Kabupaten Nganjuk dan Pengadilan Negeri Kelas 1
A Blitar yangterdiridaril0 (sepuluh ) perkaradari10 (sepuluh ) perkara
tersebut Pengadilan Militer Il -13 Madiun dapat memutus 10 (sepuluh )
perkara tersebut dengan menggunakan anggaran sebesar
Rp45.490.000, - (empat puluh lima juta empat ratus sembilan puluh

ribu rupiah), sehingga seluruh Perkara yang telah ditargetkan/di

rensidkan di sidang daerah sudah putus 100%.
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Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Perma Nomor 1 tahun 2014
tentang pedoman pemberian layanan Hukum bagi masyarakat tidak

mampu di Pengadilan.

Ruang lingkup layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu tersebut

terdiri dari:

- Layanan Pembebasan biaya perkara.
- Penyelenggaraan sidang di luar Gedung Pengadilan.

- Penyediaan Posbakum Pengadilan

Layanan pembebasan biaya perkara hanya diberikan terhadap perkara

perdata, perdata agama dan tata usaha negara.

Oleh karena Pengadilan Militer hanya berwenang mengadili perkara
pidana yang dilakukan oleh Prajurit, maka tidak ada pembebasan biaya

perkara di lingkungan Pengadilan Militer.
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BAB Il
SUMBER DAYA MANUSIA

Komposisi SDM berdasarkan kepangkatan/ Golongan/ Pendidikan

Sumber Daya Manusia dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Sumbe Daya
Manusia Teknis Yudisial dan Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial.

Pada Tahun anggaran 2024 personil Organik Pengadilan Militer Il -13
Madiun jumlah 24 (Dua puluh empat) orang Militer, 11 (Sebelas) orang PNS,
6 (Enam ) orang tenaga PPNPN / Honorer.

Daftar urut berdasarkan kepangkatan/Golongan/Pendidikan personil

Pengadilan Militer Il  -13 Madiun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

- NAMA PANGKAT NRP/NIP JABATAN

Ahmad Efendi,

Letkol Chk 11020002860972 Kepala

S.H., M.H.
Betty Novita

2 Rindarwati, S.H., Mayor Kum 535951 Wakil
M.H.
Nurdin Rukka,

3 Mayor Chk 21950070141174 Hakim
S.H., M.H.

Asep Hendra .
4 ) Mayor Chk 21950078651073 Hakim
Andriyanto, S.H.

Gigih Dayu
5 Priambudi, S.H., Kapten Kum 544097 Panitera
M.H.
6 Samian, S.H., M.M IV/a 197002211992031001 Sekretaris
Kasub Bagian
7 Gatot Suprapto Ii/d 196805031991031009 Umum dan
Keuangan
Kasub
8 Sugeng Biyono /b 196810101991031003 Perencanaan
Pelaporan dan IT
9  Sri Luswati I/b 196803281989032004 Pengadministrast

Register Pekara
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- NAMA PANGKAT NRP/NIP JABATAN

Pemelihara Sarana

Amin /b 196712311992031024
Dan Prasarana
o Pengadministrasi
11 Sriyani /b 197210041994032001 ;
Kepegawaian
Analis
12  Zakiah, S.E. 1/b 199110082020122007
Perencanaan
Analis

Rendy Ardicha -
13 Il/a 199202042019031004 Akuntabilitas
Pradana, S.ST. -
Kinerja Aparatur

Puguh Pambudi

14 . Peltu 522415 Panitera Pengganti
Susilo

15 Achmad Faizal Peltu 1940155520273 Panitera Pengganti
Dodik Sugeng . .

16 Pelda 531770 Panitera Pengganti
Prasetyo

Pengolah data

17  Budi Utomo Pelda 321010116541280 keberatan dan
Banding
Dodit Puguh Penyusun Laporan
18 Serma 531806
Prasetyo Keuaangan

Pengelola Berkas

19  Andri Sujatmiko Serma Kom 106531 Peninjauan
Kembali
20 Febi Ramona Serma 31940520920274 Pengelola perkara
Pengelola Barang
21  Mulyono, S.H Serma 31970176050877 -
Milik Negara (BMN)
Raudya Rifka Pengelola
22 Il/d 199712262020122005 ]
Zahra, A.Md. Kepegawaian
23  Yohanes Hartono Serka 31960641781076 Pengelola Pekara
Luki Setiawan,
24 Il/c 199210262022031003 Pengelola Data
AMd.
25  Adi Prakosa Serka 21130071790694 Pranata Kearsipan

) ) ) Pengelola Berkas
Hilmy Aziz Raihan, .
26 AMd Il/c 19951006202031009 Peninjauan
o Kembali

Pengelola System
Informasi

27  Aris Hermawan Serka 541215 )
Manajemen

Kepegawaian

PengadilarMiliter 1113 Madiun ;’ “ Cirtai Profesi, Jaga Institusi “
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- NAMA PANGKAT NRP/NIP JABATAN

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

Lina Nilawati

Kamari

Agus Setiawan

Tommy Hariyanto

Badruzzaman

Catur Yulianto

M. Afig Nurzali

Riyanto

Ali Maskur

Dimas Wahyu
Nugroho

Dani Nani Nur

Suwanto

Kadir

Azizah Istigomah

Yustikasari, S.Tr.T.

Serka

Sertu

Kopka Lis

Kopka Ttu

Koptu

Kopda

Kopda

Kopda Ttg

PPNPN

PPNPN

PPNPN

PPNPN

PPNPN

PPNPN

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun

£

542081

531302

96984

99830

31000591731079

529007

31090486560390

115709

Pengadministrasi
Anggaran
Penghadministrasi
Teknis
Pemeriksaan dan
Perawatan
Kendaraan
bermotor
Pemelihara Sarana
Prasarana
Pengadministrasi
Umum
Pengadministrasi
Perpustakaan
Pengadministrasi
Persuratan
Pengadministrasi
Penanganan

Perkara

Pengadministrasi
Persuratan

Stas Panitera
Muda Hukum

Staf Umum dan
Keuangan

Staf Umum dan
Keuangan

Staf Umum dan
Keuangan

Staf Perencanaan,
Tl dan Pelaporan
Staf Perencanaan,

Tl dan Pelaporan
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a.

Jumlah Personil Tenaga Teknis Yudisial Pengadilan Militer

Madiun sebanyak 23 (Dua Puluh Tiga) orang antara lain:

JABATAN

NAMA, PANGKAT, NRP
Ahmad Efendi, S.H., M.H.

-13

1 Letkol Chk NRP 11020002860972
Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H.
2 Mayor Kum NRP 535951
HAKIM MILITER .
3 Nurdin Rukka , S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21950070141174
4 Asep Hendra Andriyanto, S.H.
Mayor Chk 21950078651073
Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H.
5 PANITERS Kapten Kum NRP 544097
6 Puguh Pambudi Susilo
Peltu NRP 522415
Achmad Faizal
! PANITERRENEE N Pelda NRP 31940155520273
8 Dodik Sugeng Prasetyo
Pelda NRP 531770
9 Budi Utomo
Pelda NRP 21010116541280
10 Dodit Puguh Prasetyo
Serma NRP 531806
11 Andri Sujatmiko
Serma NRP 106531
12 Febi Ramona
Serma NRP 31940520920274
13 Mulyono
Serka NRP 31970176050877
14 Yohanes Hartono
Serka NRP 31960641781076
15 PROVOST Aris Hermawan
Serka NRP 541215
16 Adi Prakosa
Serka NRP 21130071790694
17 Kamari
Sertu NRP 531302
18 Agus Se_tiawan
Kopka Lis NRP 96984
19 Tommy Hariyanto
Kopka Ttu NRP 99830
20 Badruzzaman
Koptu NRP 31000591731079
21 Catur Yulianto
Kopda NRP 529007
29 M. Afig N.
Kopda NRP 31090486560390
23 Riyanto

Kopda Ttg NRP 115709

PengadilarMiliter 11l-13 Madiun
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b. Sumber Daya Manusia Non Teknis Yudisial
Jumlah Personil Tenaga Non Teknis Yudisial Pengadilan Militer Il -13

Madiun sebagai berikut:

1. Berdasarkan Jabatan Struktura I
NO JABATAN NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1 KEPALA Ahmad Efendi, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 11020002860972
2 WAKA Betty Novita Rindarwati, S.H., M.H.
Mayor Kum NRP 535951
3 SEKRETARIS Samian, S.H., M.M.
IV/a NIP. 197002211992031009
4 KASUBBAG UMUM DAN Gatot Suprapto
KEUANGAN [1l/d NIP.196805031991031009
5 KASUBBAG PERENCANAAN TI Sugeng Biyono
DAN PELAPORAN [1l/b NIP.196810101991031003
2. Staf
NO JABATAN NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1 Sri Luswati
[1l/b 196803281989032004
2 Amin
/b 196712311992031024
3 Sriyani
[1l/b 197210041994032001
4 Zakiah, S.E
[1I/b NIP.19911008202012200
5 STAF Rendy Ardicha Pradana, S.ST.
[ll/a NIP. 19920202019031004
6 Lina Nilawati
Serka NRP 542081
7 Raudya Rifka Zahra, A.Md.
[I/d NIP 199712262020122005
8 Luky Setiawan, A.Md.
[l/c NIP. 199210262022031003
9 Hilmy Aziz Raihan, A.Md.
[I/c NIP. 199510062022031009
3. PPNPN
NO JABATAN NAMA, PANGKAT, NRP/NIP
1 Ali Maskur
2 Dimas Wahyu Nugroho
3 Felicianus Suwanto
PPNPN
4 Dani Nani Nur
5 Kadir
6 Azizah Istigomah Yustikasari, S.Tr.T

PengadilarMiliter I1-13 Madiun s‘ “ Cintai Profesi, Jaga Institusi *
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Mutasi

1. Selama Tahun 202 4, Pengadilan Militer Il 1-13 Madiun telah mengalami
perubahan kondisi dan situasi struktur organisasi aparatur Pengadilan
terkait alih tugas / mutasi yaitu sebagai berikut

2.

a. Gatot Robby Bhaskara, S.H. Lettu Kum NRP 544096 selaku
Panitera Il -13 Madiun pindah tugas menjadi Panitera Penganti Il -02
Jakarta berdasarkan Surat Keputusan Dirjenbadilmiltun MARI Nomor
25/DIMT/SK.KP4.1.3/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 dan Surat

Tugas Dirbinganismil Nomor 40/DIMT.2/KP1.2.2/1/2024 tanggal 31
Januari 2024.

b. Hadiriyanto, S.IP., S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11030043370581
selaku Wakadilmil 1l -13 Madiun pindah tugas menjadi Angpokkimmil
Gol V Dilmil 1l -18 Ambon berdasarkan Surat Keputusan Ketua
Mahkamah Agung RI Nomor  203/KMA/SK.KP1.2.2/IX/2024 tanggal
24 september 2024 dan Surat Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor
294/DIMT/SP.KP1.2.2/IX/2024 tanggal 25 september 2024.

C. Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18883/H
selaku Angpokimmil Gol VI Dilmil 1l -13 Madiun pindah tugas menjadi
Angpokkimmil Gol V Dilmil 1l -10 Semarang, berdasarkan Surat
Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor
203/KMA/SK.KP1.2.2/1X/2024 tanggal 24 september 2024 dan Surat

Tugas Dirjen Badilmiltun MARI Nomor
294/DIMT/SP.KP1.2.2/1X/2024 tanggal 25 september 2024.

Selama Tahun 2024, Pengadilan Militer Il -13 Madiun telah mengalami

perubahan kondisi dan situasi struktur organisasi aparatur Pengadilan

terkait

alih tugas/terkait dengan Pindah tempat tugas masuk ke Dilmil llI -13

Madiun sebagai berikut:

a. Gigih Dayu Priambudi, S.H., M.H. Lettu Kum NRP 544097
berdasarkan Surat Keputusan Dirjenbadilmiltun  MARI Nomor
25/DIMT/SK.KP4.1.3/1/2024 tanggal 19 Januari 2024 tentang
Pemindahan Prajurit TNI pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan

di Bawahnya, terhitung mulai tanggal 19 Januari 2024 melaksanakan

tugas sebagai Panitera pada Pengadilan Militer IlI -13 Madiun.
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b. Riyanto Kopda Ttg NRP 115709 berdasarkan Surat Keputusan
Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor
2588/SEK/SK.KP4.1.3/IV/2024 tanggal 26 April 2024 tentang
Pemberhentian dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan di Pengadilan
dalam Lingkungan Peradilan Militer, terhitung mula